KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170/ 4 [ FIMP | 2024
TENTANG
POKOK - PCKOK PIKIRAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMFPINAN DEWAN MERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan FPasal 277

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan FPasal 178 ayat (4]
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
rancangan  Peraturan Daerah Tentang REencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
menyatakan : hasil telaahan pokok-pokok pikiran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dirumuskan dalam daftar
permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
tentang Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;



Mengingat

10,

11.

1.

Pasal 18 ayat () TIndang - undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1045;

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemhbentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah
Swatantra Tingkat [l Semarang (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomeoer
1652);

Undang - wundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaar Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesia Nomor 4355);

Undang - wundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undanpg-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 14976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
30799,



13, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

14,

18.

6.

17,
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19,

20,
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Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat I Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 4416 |
sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
FPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor
1;1 g‘]&mhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan DPemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
Egll ;[;a.mhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendaliin dan FEvaluasi Pelaksanaan Rencang
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanasn Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Eepublik Indonesia ‘I'ahun 2008 Nomor
iéht ;;ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwalilan Ralkyat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nemor | Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nemor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;;

Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyai
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrmmh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republhik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubshan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomaor 157) ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cama
Ferubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g[::;l;aran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentgng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dasrah
{Iﬂfarit'a Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004
Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 22| sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Puupinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomar 13;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomaor 2,

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1};

Peraturan Daerah Homor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratf Pimpinan Dan Anggota
DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran  Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor &, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
Peraturan [Jaerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
EKabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 ;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021
Nomor 6);

31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Naerah Kabupaten Semarang;

32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita
Dacrah kabupaten semarang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG POKOK-
POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupatcn Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ma.

Keputusan mi mulai berlaku pada tanggai ditetapkan,

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16 Maret 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

UTOHENING

Walkil Ketua WakillKetua Wakil Ketua
éEUL HUDA MUZAYT ARIF M. JAUH MAHMUD



